
BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAIT BI'PATI BARITO SELATAN
!{OMOR 48 TAHUN 2013

TENTA!{G

PROSEDUR DAt{ TATA CARA PTNEIAPAIT DA!{ PERUBAIIAN
NAMA JALAU/GNTG DAI{ STADION

DIWILAYAIIKABUPATENBARIToSTLATAI{

BUPATI BARITO STLATAN

Menimbang : a. bahwa menetapkan narna jalan/gang dan stadion di
wilayah Kabupaten Barito selatan khususnya nalna jalan

dalam kota Buntok dan sekitarnya serta n€una stadion

olah raga perlu mempertimbangkan usulan nama jalan

dan stalion yang diusulkan oleh masyarakat secara luas.

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Ten$ah

Telp. (052s) 21001 Fax. (0525) 21500

b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pemberian nama
jalan disesuaikan dengan karakteristik daerah Kabupaten
-Barito 

Selatan dan pahlawan nasional.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b di atas, perhr ditetapkan dengan

Peraturan BuPati Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Repubtik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

tambarran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1820);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun L992 tentang Lalu
lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun tgg2 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3a8O);

3. Undang undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Rgpublik Indonesia
Tahun lgg2 Nomor 1L5, Tambahan' Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3501);



4. Undang Undang Nomor 23 Tahun L997 tentang

Lingkungan Hidup ll"*b*r*tt Negara Republik Indonesia

Tahun L997 Nomor 68);

5. Undang undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Indonesia Tahun

2OA4 Nomor L25, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun
2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor g2 T-ahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor

bg, Tambaha:n Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a8a4l;

6. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2oo4 tentang Jalan
(Lembian Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

\gZ, Tambahin Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4a4al;

7. Und"ang Undang Nomor L2 Tahun 2ALl tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembarart

NegaraRepublikIndonesiaTahun20llNomorS2'
tairUatran 

-Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor

523a\

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 1993 tentang

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Taf,un 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 35271;

g.PeraturanPemerintahNomor43Tahunl99Stentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara

Tahun lggg Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3529);

lo.PeraturanPemerintahNomor34Tahun2006tentang
Jalan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2006

Nomor 86, Tambihan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a655);

ll.peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2ooo tentang

KewenanganPemerintahdanKewenanganProvinsi
sebagaiDaerahotonomi(LembaranNegaraTahun2ooo
Nomor2O2,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor aA22l;

l2.Peraturart Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 6
Tahun 2OO8 tentang urusan Pemerintahan Daerah yang

menjadi kewenangat, ItuU'paten B3r1to Sglatan (Lembaran
paeiatr Kabupatei g".ito Sltatan Tahun 2008 Nomor 6);



Menetapkan :

1,3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 11

Tahun 2oo8 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten 
-narito selatan (Lembaran Daerah

Kabupaten Bafito Selatan Tihun 2008 N6mof 11);

l4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Froduk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 69a\

IIfiETIfiUTUSI(AI{ :

PERATURAil BUPATI ?E!{TA!{G PROSEDUR DAT{ TATA CARA

PEI{ETAPAII DAlr PERT BAIIAIr xAffiA JALJIFIIeJ$rG DAI$

STADIOH DI WII"AYAII I(ABUPATET BAIII?O SEI'A"AII

BAB I
KBTEITTUAT{ T'}IUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan;

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraarr urursan pemerintah oleh
pemerintah Daerah dan Dewan P.r**titan Ralryat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsif o_toloyi seluas-luasnya

dalam sistem dair prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Barito

Selatan;

5. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan {arat dalam bentuk apaplln

;6u1i 
- 

segala bagran jalan termasuk bangunan pelengkap dan

perlingkapanrry" yang diperuntukkan bagi lalu lintas;

6. Jalan umum adalah jatan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

7. Stadion adalah sebuah bangunan yang umumnya digunakan untuk
menyelen gllarakan acaraolahraga dan konser, di mana di dalamnya

terdapat liprrrg", atau pentas yang dikelilingi tempat berdiri atau duduk
bagi penonton;

B. Dinas adalah Dinas Tata Kota Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Kabupaten Barito Selatan.

g.DaftarKladalahDaftarjaringanj"l*kabupaten



1.

2.

3.

4.

1.

2.

BAB II
MAKSUD DAI$ TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan narna jalan/gang !"ty dan perubahan narna

juf""lgani fama' di wilayah tatopat"n Barito Selatan baik statusnya
jalan provinsi *l"pr" jlitu, kabupaten serta penetapan dan perubahan

nama stadion ,rruk mengakomodasi nalna-nama pahlawan nasional dan

pahlawa*r daerah serta ngma suatu kawasan agar tertata dan tertib

"d*i.ti*ttasi 
aset kabupaten Barito Selatan;

Tujuan untuk memben eiri k-has atae naI11a,-$aJ,Ila jalan- da'n stadion

mengingat jasa para pahlawan nasional dan daerah serta mewujudkan

penataan dan i.rt6rry" administrasi pemerintah dan kependudukan
^seiring semakin meningkatnya pengembangtrn permukiman'

B*B III
PROSEDITR PETETAPAIS DAS PERUBAI{AI{ HAMA JALA!$/GAIIG

Bagian Kesatu PenetaPan

Pasal 3

setiap ruas ialan/gangdi wilayah Kabupaten Barito selatan harus di beri

nama dan tanda Pengenal.
penetapan nama-nama jalan / g-ang di wilayah kabup"t " ?l:to setatan

;;;;;i ;.rrgur.o*odaJi nama=riama pahlawan nasional/daerah dan

nama kawasan dengan ciri khas daerah dan atau nama sungai, narna

kayu, nafila bunga, nama ikan, nama burung'

Nama-nama jalanlgang tersebut dapat diusulkan oleh masyatal<at, tokoh

rnasyarakat, tokoir"adlt, tokoh agama atau diberi nalna langsung oleh

pemerintah kabupaten Barito Selatan'

penetapafl. nalna jalanlgang diwilayah Kabupaten Barito selatan

ditetapkan dengan keputusan Bupati Barito selatan.

Bagian Kedua Tata cara Pemberian Nama Jalan/Gang

Pasal 4

setiap ruas jalan hams diberi nalna pangkal dan nama ujung yang khas

(berbeda), yang biasanya berdasarkan nama permukiman atau kawasan

setempat.

Titik pangkal ruas (ditentukan sebagai km 0,0 ruas jalan) yang dimulai

aa* titlt iungpaling sibuk pada ruas tersebut'

Penting untuk diperhatikan bahwa sekali nama rua.s sudah ditentukan,

maka nama tersJbut tidak boleh dirubah kecuali dengan alasan khusus

yang dapat diterima.

1.

o

3.



4. Setiapruasyangtelah$itgtapkanl*"^giberitandanomorruas
pengenal a"rgan- angt<a bulat'(contoh t-9?l 33' tO4)' Tidak boleh

membuat nomoirrr**?d^* bentuk desimal (02.1, 02'2,33'1' 33'2) atau

memakai benhrk gabungan angka dan huruf (33A,338) atau gabungan

angka bulat a^" a!"i*aI 1SS, el.f1 untuk membedakan ruas jalan yang

menerus.

Sekali sudah ditetapkan, maka nomor ruas tersebut harus terus

dipertahanf."" J"" tia"f.- boleh dimbah (kecuali dengan alasan yang

sangat khusus), l"p"V" tidak menimbulkan keraguan dan kesalahan

dalin pembacaan p"ta dan proses database komputer'

Ruas-ruas baru yang sebelumnya tidak bernomor atau belum masuk dj

daftar K1, dapai diberi nomor ian3utan dari nomor terakhir yang telah

ada sebelumnya, bila sebelumnya telah sampai ruas nomor 1O0, maka

ruas berikutnya harus diberi nomor 101, dst'

Bila belum ada kejelasan mengenai .t"t : resmi suatu ruas' maka

sebagai afternalif dapat digunafan nomor kode sementara yang dapat

aip"f"i 
""U"g*i 

p"iof.L, se[agaimana contoh pada tabel berikut:

papan Nama Jalan/Gang dibuat dari bahan yang kuat, dan tahan lama,

warna dasar prlin'a""gln t rti"afr warrra hitam, dengan ukuran sebagai

berikut:
Panjang = 70 Cm
Lebar = 10 Cm
Tebal = disesuaikan

papan nama jalan dipasang pada kedua ujung jalan dan Gang setinggi =

1,6 meter diatas permukaarrtanah dan diberi pondasi beton cor

Bagran Ketiga Perubahan Nama Jalan/Gang

Pasal 5

1. Perubahan narna-nama ruas jalanlgang di wilayah kabupaten Barito

Selatan didasarkan atas adanya alasan yang khusus atau adanya us9la1

dari masyarakat, tokoh masyarakat,_ joko[ adat, tokoh agama,- tokgh

nasional, DPRD Kabupater, 
-g"tito 

selatan yang disampaikan kepada

Bupati Barito Selatan.

5.

6.

7.

8.

9.

03, "' dan setenrsnYa)

Jalan Irigasi
Jalan Baru
Jalan Transmigrasi
Jalan PerkebunanlPlR atau Jalan Kehutanan/
Angkutan KaYu
Jalan Desa
Jalan Negara/ Propinsi/ Jalan To11

(gunakan nomor jalan BM/PW yang sudah

400
500
600
700
800

900
JN/JPIJT



2. Usulan sebagaimana dimaksud
keputusan BuPati Barito Selatan'

pada ayat (1) ditetaPkan dengan

BAB IV

PROSEDI'R PENETAPAN DAI{ PERT'BAIIAT{ ITAMA Sf,AI'ION

BagianKesatuTataCaraPenetapanNamaStadion

Pasal 6

setiap stadion di wilayah Kabupaten Barito selatan hanrs di beri narna dan

identitas;

Penetapan bangunan stadion baik stadion terbuka dan tertutup harus

ditetapkan fungsi dan manfaatnya'

penetapan narna stadion di wilayah kabupaten Barito Selatan dengan

;;gri;modasi narna-narn" p.hl"** nasional/daerah dan nama ciri

khas-daerah yang memiliki arti semangat membangun daerah'

Nama stadion tersebut dapat diusulkan oleh masyarakat, tokoh

ma"Varatat, tokoh adat, tokoir agama, tokoh-nasional atau diberi nama

trrrg"rrrg oleh pemerintah kabupiten Barito Selatan serta nama stadion

melewati saYembara.

Dalam menetapkan narna stadion harus dibuat titik koordinat posisi letak

stadion tersebut.

Penetapan nama stadion di wilayah kabupaten Barito Selatan ditetapkan

dengan keputusan Bupati Barito Selatan'

Bagian Kedua Perubahan Nama Stadion

Pasal 7

1. perubahan nama stadion di wilayah kabupaten Barito Selatan didasarkan

atas adary" J*"an yang khusus atau a-danya usulan dari 
, 
masyarakat'

tokoh masyarakat, iokoh adat, tokoh agalna, tokoh nasional, DPRD

kabupaten Barito selatan yang disampaikan kepada Bupati Barito

Selatan.

2. Usulan sebagaimana dimaksud
keputusan BuPati Barito Selatan.

pada ayat 1 ditetaPkan dengan

1.

2.

3.

4.

5.

6.



BAB V
I(TTEITTUAIT PTNUTT'P

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 5 September 2013

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 5 SrPtssiber 2013

PIt. SEKRETATIS DAERAH
KABUPATEN BTITO SELATAN,

/",lM
rrrrJ*ro

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013

NOMOR 4S


